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a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan daerah yang disusun dalam jangka 

panjang, menengah dan pendek; 

b. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan Desa yang disusun dalam jangka 

menengah, dan pendek ; 

c. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam 

mewujudkan cita - cita dan tujuan desa sesuai 

dengan visi, misi dan arah kebijakan desa perlu 

disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa kurun waktu 6 ( enam ) tahun mendatang ; 

KEPALA DESA PLUMBON, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 

(RPJM Desa) TAHUN 2017-2022 

TENT ANG 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

PERATURAN DESA PLUMBON KECAMATAN SURUH 

KABUPATEN SEMARANG 

Menimbang 
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1. Undang-Ur clnn~! Nornor J:4 Tuhun t< 50 tcntang 
Pcmbentuknn Dncrnb-ducruh Kub rpntcn Dularn 
Lingkungnn Propln i .Jnwn 'l' np,tth; 

2. Undnng-Undnng Nornor 7 Tnhun 1958 tentang 

Pcruhnhnn ntns-bnurs Wilnyah Kotupraju Salatiga 

Don Dncrnh Swutuntru'l'ingkut 11 Semarang 

(Lemburun Ncgaru Rcpublik Indonesiu'Iuhun 1958 
Nomor l 18, Tnrnbnhnn Lcmbarnn Negara Republik 

Indonesia Nomor 1652); 
3. Undang-Undan 1 Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Kcuangan Negara (Lcmbarun Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang 

Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Unclang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pcmeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuan ran Negara (Lcmbarun Negara Rcpublik 

Indonesia Tnhun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undnng-Undnng Nomor 25 Tahun 200 t ntan 
Bistcm Percncnnnnn Pernbnngunnn Nasional 

(L rnbnrun Ncgnrn Ropublik Indonesln'Iuhun 2004 

Nornor 125, Tomb hon Lembnrnn Ncgurn Rcpublik 

lndoucsln Nomor '142 l ); 

e, 

hnhwn 11nl111f t1wl11lrn11n,tlrn,r hil,~11111111, Prn1ul 19 
(JJ1dnng lJ11d1111~~ N,11,101· <, 'J'1tl111t1 '..Wiil lc11t11t1¥, I tnu 

dun I nrnil 11'1 Ptmll111·1111 Pm11,;1111tol, Nonto '13 
Tnh1111 ~() 1'1 'l't!llln111{ l1omt111w1 l1cl,,k, ,111111111 Undrinp, 
• Uncl11n,i. Nomor ,, 'J',tlu111 '.).O IIJ 1~11t1,ng l)t;no.; 

hnhwn lu:rd111111rlrnn pr,t I i111IH11JJ<lH1 r <)lm~~stirrwnn 
dlu111lcn11cl cl11l11111 hurul st, J111r11f' I>, Ii rru]' c rlnn hu f 

cl mnl II perlu rnc.111:l11plrn11 P ;mlursi11 Dcnu Plumbon 
tc"!nlnng Prrn:111111 P<·nil,i111H11r,11n .Jt,nV,kH Men ·nguh 

I wn (l~P.JMDcnn) 1)(;1111 Pl1111ilmt1 Kc;cwrH~t,m Suruh 
Tn hun 2017 - ?.02?.. 

d. 

Mcngingnt 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tarnbahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia 

Nomor 5025); 
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
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13. Undang-Undung Nornor 12 Tuhu 2011 tcntnnj; 

Pembcntukan Pcruturnn Pcrundong-undungnn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 2011 

Nomor 82, Tarnbahan Lcrnbaran Ncgurn Rcpublik 

Indonesia Nomor 4389); 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa 

(Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5049) ; 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RcpubJik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 246); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Semarang (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 1992 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistern Inforrnasi Kcuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tarnbahan Lernharan Negara Republik Indonesia 
Nornor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Pcraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tah un 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4664); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4963); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/ Kata 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi Dan Togas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Taha pan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme 

Penyusunan Peraturan Desa ; 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2007 

tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil 

Desa dan Profil Kelurahan; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan 

Kelurahan; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 35 Tahun 

2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 66 Tahun 

2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 

..... 
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41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 
2007 tentang Pendataan Program Pembangunan 
Desa/Kelurahan; 

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 
Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 28); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 
Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Ka bu paten Semarang N omor 7); 

44. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, 
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan 
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 8); 

45. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pernilihan, Pengesahan Dan/ Atau Pemberhentian 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 9); 
46. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 10); 
47. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 

Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 

Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14); 
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2015 [Lernb ran Dacrah Kabupa en Semarang Tahun 

2011 Nomor 7, Tarnbahan Lernbaran D· erah 

Kabupaten Semarang Nomor 7}; 

54. Pcraturan Desa Plurnbon Kecarnatan Suruh 

Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tcntang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pernerintah de a 

Plumbon. 

Nomor fi, Tnrnbnh in 

mnrnng N mor ,); 

, 3. P 1t n D c lh K bup ten Scmaran 's Nomor 7 

Tahun 2011 t ntang Rcncant P rnbangun n Jangka 

Men ngah Da rah Kabupaten Semarang Tahun 2010- 

mt rnr !' Tuhun 201 l 

·m ir n Du r h Kabupr ten 

t11 Ruung Wilnyuh 
T hun 2011-2031 

Tohun 20 l 1 t ntnn J en nn 
(r{TRW) Knbupnt n 

( 

ncrnh K ibu atcn cmnrunn Nomor 52. Per tur n 

Knbupnt n mar 11 Nome r '1)· 

hem Lcml nrnn Dn rnh Tuhun 200 

mnrnng (Lem nr n D . h Knbupnt 11 O r".'.20 
Pnnj m D 1 rnl (f~P.JPD) Knbupnt n m 1 an~ Tnhun 

tc-nt mg R n · nn r ml angunun .Jnngkn Tnhun O 

Lem r ran D ~ Knbupnt n . rnnran Nomor 14); 

51. P ·mturnn Ducrnh K: bupnt n ernnr ng Nomor 

Tnhun 2008 t .ntnnr: Uru. nn P rncrint hnn Ynng 

Mcnjndi Kcwcr :mgr n Perncrintnhnn ncrr h 

Kabupat n S .. rnnrung ( rnbnrnn D s Knbupntcn 

·mnrnn , Tah m 2008 omor 1 ), Tnmbi hnn 

mar ng Nornor l . 0. Pcrnturun u ·ruh K bup t ·n 

(I mburnn ncrnh 1 nbup n S m rnng Tnhun 200 > 

Nomor ?.J ,'cd D Norn r • Tnrnbnhan J rnbnrrn 

Dn oh Kuhupnt · . .rnu nng Nomor l ); 

Sil rjn I mcrintnh )1 gnni rn I Dnn Tntn 
Pen 'uaunnn P dornnn 200 Tnhun 

'18. P r nu in 1 n uh K, 1 up t en .' rnn rmg Nomor 21 
T1h11n < JG t nu ng P , turun 1 c. 1 (u ml» run 
Duernh Knhuput n S 111 m HA T hun 2 0 Nornor 21 

. '· i Nornor >, T mbnh in I mbnrnn De: 1 

l'nl upuicn s emnrnng N mo I ·): 

'1cJ. J rnturnn D11 r h mnr ng Nornor 2 
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1. Dacra h adalah Ka bu paten Semarang. 
2. Pcmcrintahan Dacrah pcnyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pcmerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas 
pcmbantuan dengan prinsip prinsip otonomi seluas - luasnya dalam 
sistcm dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Talmo 1945 . 
3. Pemerintah daerah adalah Bupati clan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelcnggara Pemcrintahan Daerah. 
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 

Kabupaten Semarang . 
5. Kecamatan adaJah wilayah kerja Camat Suruh sebagai perangkat 

Daerah yang ada di Kabupaten Semarang 

6. Camat adalah Camat Suruh 
7. Desa adalah Dcsa Plumbon Kecamatan Suruh Ka bu paten Semarang. 
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa clan Badan Perrnusyawaratan Desa dalam mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat sctempat yang diakui dan dihorrnati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

10. Kepala Dcsa Plumbon yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah 

Kepala Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

Pasal 1 

Dalum Pcrnturan Desa ini yang dimaksud dengan: 

BABI 

KETENTUANUMUM 

PERATURAN DESA PLUMBON TENTANG RENCANA 

PEMBANOUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) 

DES/\ PLUMBON KECAMATAN SURUH TAHUN 2017-2022 

Menetnpknn 

MEMUTUSKAN: 

engnn Persetujuan Bcrsarnn 
13/\DAN P J MUSYAWARATAN DESA PLUMBON 

dan 
KEPALA DESA PLUMBON 
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11. Sadan Pcrmusyawaratan Dcsa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
Lernbaga yang rncrupakan pcrwujudan demokrasi dalam 
pcnyclcnggaraan pcmcrintahan desa sebagai unsur penyelenggara 

pcrncrintahan dcsa. 
12. Lembaga Kcmasyurakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga 

yang dibcntuk olch masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
rnerupakan rnitra desa dalam mcmberdayakan masyarakat. 

13. Rencana Pcmbangunan Jangka Mcnengah Desa Desa Tahun 2017 - 
2022 yang sclanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dolrumen 
pcrencanaan pembangunan untuk periode 6 (enam ) tahun, terhitung 

sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. 
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa 

adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun. 
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
17. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab 
isu strategis Desa dan permasalahan pembangunan Desa. 

18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program 
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 

20. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa 

untuk mencapai tujuan. 
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat 
atau pemangku kepentingan , yang dikoordinasikan oleh pemerintah 

Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. 

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa atau masyarakat atau pemangku kepentingan sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 

personil (sumber daya manusia], barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 

sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 

keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. 
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23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 

menyusun rencana pembangunan Desa. 

24. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 

langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan Desa. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB 

Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibuat 

oleh BPD bersama Kepala Desa. 
28. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, clan pengawasan keuangan daerah. 

29. Bendahara Umum Desa adalah Kepala Seksi Keuangan yang diangkat 
Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk rnenerima, menyirnpan, 
dan membayar uang . 

30. Pungutan Desa adalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat 
desa, karena : 
a. Membutuhkan pelayanan administrasi dari Pemerintah Desa . 
b. Menggunakan fasilitas atau kekayaan milik desa . 

31. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode 
tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa. 

32. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun 
anggaran tertentu yang menjadi beban desa. 

33. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk 
menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa. 

34. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan 
yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Desa serta 

Jain-lain pendapatan yang sah. 

35. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi 
desa yang bersangk:utan. 

---- 
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A. P rm ' ilahnn P m on n 11 ; 

B. Indikotor F ktor Lin kun an ; 
C. I u Strole . 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

A. Strategi Pembangunan Desa; 

B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa ; 

C. Agenda Pembangunan Desa 

BAB VU 

BABVIIl 

BABVI 

BABV 

GAMBARAN PENYELENGGARAAN PE 1ERINTAHAN DESA. 

GAMBARAN ORGANJ ASI DAN TATA L,\K A A PEMERINTAII 

DESA. 

GAMBARAN PENGEWLAAN KEUA GA DESA DAN KERANOKA 

PENDANAAN/ ARAH KEBIJAKAN KE ANGJ\N 

A. Kinerja Keuan an Mo. Lulu 
8. K bijaknn P n elol. n K u 111 znn 1n · Lal 

C. K r ngkn nd n n 
ANALJ I JSU - I TRAT ·GI" 

BABill 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM KONDISI DE A/PROFIL DE A : 

A. kondisi gcografis, 

B. demografis. 

C. kondi i konomi d 

BAB II 

Pasal 3 

Si ternatika RPJMDesa Tahun 2017-2022 disusun ebagai berikut : 

BABI PENDAHULUAN 

RPJMDesa rnerupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai 

landasan dan pedornan bagi Pernerintah Desa dalam melaksanakan 

pembangunan 6 (enam ) tahun terhitung sejak Tahun 201 7 sarnpai dengan 

Tahun 2022 dan pelt ksana nny lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Dcsu. 

BAB II 

RPJM-Desa 

Pasal 2 

36. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh 

Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan 

membayar seluruh pengeluaran desa . 
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BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
Pasal 9 

( 1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJMDesa. 
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 8 

Seluruh pemangku kepentingan desa melakukan konsultasi dan koordinasi 
dengan BAPPEDA Kabupaten Semarang dalam menyusun Rencana Strategis 

dan Rencana Kerja Desa. 

Pasal 7 
Seluruh pemangku kepentingan desa melaksanakan program dalam 
RPJMDesa yang dituangkan dalam Rencana Strategis Desa. 

Pasal 6 
Penyusunan RPJMDesa menjadi pedoman bagi Desa dalam menyusun 
Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di 
Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 

Tahun 2017 - 2022. 

Pasal 5 
RPJMDesa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, 
Nomor 1). 

Pasal 4 

Penjabaran RPJMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

B. Kaidah Pelaksanaan 
PENUTUP BAB XII 

KEBIJA.KAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DESA 

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 
A. Pedoman Transisi 

BAB DC 

BABX 

BAB XI 
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LEM BARAN DESA PLUMBON TAHUN 2017 NOMOR 4 

Diundangkan di: Plumbon 
Pada tanggal : 11 Maret 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plumbon Kecamatan 
Suruh Kabupaten Semarang. 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 12 

BABV 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 11 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Kepala Desa. 

BAB JV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

RP,J \.1De!:a dapat diberlakukan sebagai RPJMDesa transisi yang menjadi 

ped man penyusunan RKPD Tahun terakhir sebelum ditetapkannya 

Peraturan Desa tentang RPJMDesa Tahun selanjutnya yang memuat visi dan 

rnisi KepaLa Dcsa terpilih. 


